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TENTANG

PEMBERIAN PERI?A\'JANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KHUSUS
KEPADA SEKOLAH KHUSUS BAHARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BANTEN

Menimbang * A Bahwa dalam rangka menuntaskan wajib bel

bagi Anak Berkebutuhan Khusus perlu did
penyelenggaraan layanan pendidikan khusus:

bahwa untuk meningkatkan partistpas masyarakat dalam  pemerataan nkees
pendidikan, telah didirikan Sekolah Khusus Bahari yang beralamat dj Kecamatan
Labuan Kabupaten Pandeglang, maka periu diberikan jzin;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Mod
Satu Pintu Provinsi Banten tentang Pemberian Pe
Sekolah Khusus Kepada Skh. Bahari,

ajar pendidikan dasar dan menengah
orong peran serta masyarakat dalam

huruf a dan huruf b, perlu
al dan Pelayanan Terpadu
rpanjangan Jzin Operasional

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 lentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonestd Nomor 341 1)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69,

tambahan Lemhbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Nomor
4010);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tenlang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara tahun 2014 nomor 244 Tambahan lembaga Negara Nomor 5582};

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1990 Nomor 37 tambahan Lembaran Negara
Nomor 3413);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 199] tentang Pendidikan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 34 tambahan Lembaran
Negara Nomor 3460);

8. Pecraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tenlang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesta Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6762 );

-
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2. Me tkan Delate
: emberikan pelayanan Pendidikan Khusus jenjang TKLB. SDLB. SMP
J. Memberikan bimbingan dan konseling kepada masyarakat tentang Pendidikan Khusus:
4. Mensoslalisasikan Layanan Pendidikan Khusus dalam rangka mensukseskan Wajib
Belajar Pendidikan Dasar dan Pemcrataan Akses:
5. Melakukan Evaluasi Kinerja Pendidikan Khusu
bersangkutan;
6. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebud
rakan;

mengenal pelaksanaan pendidikan kKhusus yang diselengga
wisus kepada Kepala Dinas Pendidikan Provimnsi

s yang berada pada sekolah yang

ayaan provinsi Banten

7. Melaporkan pelaksanaan Pendidikan Kl
Banten dengan tembusan Kepala Dinas Pepanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Banten.
KETIGA : lzn sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU. dilarang dlplndahlungankan kepada
pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Banten.
KEEMPAT Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selama 3 (uga) tahun.
KELIMA . Pemegang/penerima izin selaku pihak pengelola wajib memenuhi ketentuan-ketentuan
schagaimana telah diatur dalam pcmndang—undnngan yang berlaku.
KEENAM . Apabila dikemudian hard terdapat  kekeliruan dalam Keputusan Inf, akan
dilakukanperbaikan sebagatmana mestinya.
KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkarn.

Serang, 08 Februari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala DPMPTSP Provinsi Banten

Ir. Hj. VIRGOJANTI, M. Si

NIP. 19680902 199603 2 002 |

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:

Pj. Gubernur Banten;

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;

Pit. Inspektur Provinsi Banten;

Bupati Pandeglang;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.

Catatan :

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 Ayat |
“Tnformasi Elektronik danfutan Dokumen Ei Jektronik dan/atat hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elekitonik menggunakan “Sertifikat Elektronik” yang diterhitkan BSrE
- Surai ini dapat dibukiikan keastiannya yang ferdaflar di hiips./isipeka.bantenprov.go.id. (scan OR C 0de).
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Keputusan  Mentert Pendidikan Nasfonal Nomor 060/U/Tahun 2002, tentand
Pedanuan Pendirtan Sekalah: |

),

Peraturan Daerah Provins! Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan
Pelavanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah
Provinst Banten Tahun 2011 Nomor 7),

12, Peraturan Daerah Provinst Banten Nomor 7 Tahun 2012. tentang Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2812 Nemor 7).

13, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2011 Nomor 7),

4. Peraturan Dacrah Provinst Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Dasrah Provinsi Banten {Lembaran Daerah Provinsl Banten
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Dacrah Provinsi Banten Nomor 66):

15. Pernturan Gubernur Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
dacrah Nomar 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelavanan Terpadu Satu Pintu
di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubérmnur Nomor Il Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi
Banten Tahun 2012 Nomor 11);

16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Wajib Pajak
Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di
Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomer 80):

17. Peraturan Gubernur Ranten Nomer 823 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas
Pokok. Fungsl. Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor &3);

18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Operasicnal
Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomer 54

19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 47).

Memperhatikan : 1. Surat permohonan Kepala Sekolah SKh. Bahari. Nomor : 161/SKh.Bahari/V1/2023
Tanggal 20 Desember 2023 perthal Permohonan Perpanjangan lzin Operasional
Sekolah Skh. Bahari, yang kami terima tanggal 20 Desember 2023:
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Nomor
400.3.6.6/0219-Dindikhud/2024 Tanggal 25 Januard 2024 Perhal Rekomendast
Teknis, yang kamli terima tanggal 29 Januari 2024.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Khusus, kepada :
a. Nama Lembaga/ Yayasan : Yayasan Karya Insan Babart
b. Nama Sekolah : Skh. Bahari
c. Alamat : Komplek Perumahan Cipunten Agung, RT/RW 03/06 Desa
Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Serang Provinsi
Banten
A NIR « ARANTARRTAANQ
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